
a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan dan dalam rangka optimalisasi 
pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan, dan administrasi, maka perlu -diatur 
kembali Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah 
Terhadap Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal di 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru! a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tent.ang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah 
Terhadap Perangkat Daerah Dan lnstansi Vertikal di 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalarn Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negrara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

Menimbang 

PROVIlfSI LAMPUNG 

PBRATORAM BVPATI LAMPVlfG SELATAN 
NOMOR 1t TAHUN !2016 

TENTANG 

FUBGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DABRAH 
TERHADAP PERANGKAT DAERAH D.Alf lNSTABSI VERTIKAL DI DAERAH 

DENGAlf RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LAMPUNG SELATAlf, 

BUPATI LAM PUNG SELATAN 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati La.mpung Selatan. 
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 
6. Sekret.aris Daerah adalah Sekret.aris Daerah Ka.bupaten 

La.mpung Selatan. 
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris 

Daerah Kabupaten Larnpung Selatan yang terdiri dari 
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta 
Asisten Bidang Administrasi Umum. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten La.mpung 
Sela tan. 

BABI 
KETEIITUAN UltlUM 

~1 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI 
PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP 
PERAllGKA.T DAERAH DAN llfSTAlfSI VERTIKAL DI 
DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4468); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16); 

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, Serta Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 



a. ASISTEN BIDANG PEMERINTABAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT: 
1. Membawaht ~ 

a) Bagian Pemerintahan; 
b] Bagian Otonomi Daerah; 
c) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyaraka.tan; dan 
d) Bagian Bina Mental Spiritual. 

2. Mengoorclinir: 
a) Dinas Pendidikan 
b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
c) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 
d] Dinas Kesehatan; 

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah 
dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan 
mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut: 

BABII 
KOORDINASI 

Paul 2 

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung 

Sela tan. 
12. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan. 
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung 

Sela tan. 
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 
15. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Lampung 

Sela tan. 
16. Camat adalah Cam.at Kabupaten Lampung Selata.n. 
1 7. Kelurahan adalah Kelurahan K.abupaten Lampung 

Sela tan. 
18. Lurah adalah Perangkat Kecamatan Kabupaten Lampung 

Sela tan 
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tangung jawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri. 

20. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

21. Insta.nsi Vertikal di daerah adalah Insta.nsi milik 
Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung 
Sela tan. 



e) Dinas Sosial; 
f) Dinas Pemberdayaan Perernpuan dart Perlindungan 

ana.k; 
g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 
h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
i) Sat Pol PP dan Pemadarn Kebakaran; 
j) Dinas Pemberdayaan masyarak:at dan Desa; 
k) Dinas Komunikasi dan Inforrnatika; 
1) Dinas Lingkungan Hidup; 

m) BPBD; 
n) Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
o) RSUD BOB BAZAR, SKM Kalianda; 
p) 17 (tujuh belas) Kecarnatan; 
q) Sekretariat KPUD; 
r) Kantor Kementerian Agama; 
s) BNN; 
t) BPN; dan 

u) BPJS Kesehatan. 

b. ASISTEN BID.ANG EKONOMI DAN PEMBAKGUN.AB : 
1. Membawahl : 

a) Bagian Perlengkapan; 
b) Bagian Pembangunan; dan 
c) Bagian Perekonomian. 

2. MengoorcliDir : 
a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan; 
b) Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan; 
c) Dinas Ketahanan Pangan; 
d) Dinas Perikanan; 
e) Dinas Koperasi, Usaha Keci1 dan Menengah; 
f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 
g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
i) Dinas Perumahan dan Permukiman; 
j) Dinas Perhubungan; 
k) Dinas Penanarnan Modal dan PeJayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu; 
1) BAPPEDA 

m) PDAM Tirta Jasa; 
n) Kantor BPS; 
o] Kantor PLN; 
p) PT. Telkom; dan 
q) BPJS Ketenagakerjaan. 



Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABm 
KETEllTUAlf PERALlllAll 

Pasal 5 

Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan koordinasi 
Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.i. 

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, 
menengah maupun jangka panjang Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Fungsi Penunjang 
Lain, Kecamatan dan lnstansi Daerah Lainnya wajib 
melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah 
sesuai dengan bidang koordinasi masing-masing. 

c. ASISTEN BIDAlfG ADMlllISTRASI UMUM : 
1. Mem.bawahi : 

a) Bagian Organisasi; 
b) Bagian Hukum; 
c] Bagian U mum dan Protokol; 
d) Bagian Tata Usaha Keuangan; 

2. Men1oorclinir: 
a) Sekretariat DPRD; 
b) Inspektorat; 
c) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten; 
d) BPKAD; 
e) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daera.h; 
f) BKD; 
g) Badan Penelitian clan Pengembangan; 
h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
i) Kantor SAMSAT; 
j) Kantor Pelayanan Pajak; 
k) Kantor Pos dan Giro; daft. 
1) PT. Bank Lampung. 

Pasal 3 



FREDYSM 

DERITA DAERAH KA.BUPATEK LAMPUifG SELATAN TAHUll 2016 NOMOR 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABITFJJ LAllPUl!IG SELATAll, 

~ 

ZAINUDUI HASAlf 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 1 d t°' o 'v(' f'A \?c 1r 2016 

BVPATI LAMPUN'G SELA.TAN, 

BABIV 
KETENTUAif PEifUTUP 

Pasa1 6 
Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



BUPATI LAMPUlfG SELATAK, 

DPRD 

-------·· I 
I 

SEKRETARIAT 
DPRD 

l. Bagian U1nwn 
2. Bagian Penmdang- 

undangan 
3. Bagian Keuangan 
4. Bagian RieAla.h clan 

Persidan&an Mengoordinir: 
I. Sekretariat DPRD; 
2. lnspekterat: 
3. Set DP KORPRI 

Kabupaten; 
4. BPKAD; 
5. Badan Pcngelola Pajak dan 

Rdrtbu81 Daerah; 
6. BKD; 
7. Baden J>enelldan den 

Peng=bangan; 
8. Dlnllll ~IJN1118kaan den 

lcmtaipan; 
9. Kantor SAMSAT; 
10. Kanim- Pelayanan Pajak; 
11. Kantor Pos dan Giro, dan 
12. PT Bank Lan:ipung. 

I 

4.Bagia.n Tata 
Ullllha 

3.Bagian Umum 
den Protokol 

2.Bagian Hukum 

1.Bagia.n 
Organiaaai 

ASJBTD BIDAllO 

ADllJIQSTRASI UJIUJl 

Permulriman; 
10. Dinas Perhubungan; 
11. Dina.a PePBJlBJilllll Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pmtu; 

12. BAPPEDI'>; 
13. PDAM T'irta Jam; 
14. Kantor BE'S; 
15. Kantor PLN; 
ie. PT. Telkom; dan 
17. BPJS KetellSRlkedaan. 

9. DinaB PeNlllahan clan 

Mengoordinir: 
1. Dinas Tu.naman Pangan, 

H'1rtilmltura dan Perkebunan 
2. Dinas Petemakan clan Keeehatan 

Hewan; 
3. Dinaa KetBhanan Pangan; 
4. Dinas Perikanan; 
S. ~ Koperaai, Uaaha Kecil dan 

Men~; 
6. DinaB Perdagangan dan 

Perinduatrian; 
7. Dinae Tenaga Kerja clan 

Tra)1.8Dligra.si; 
8. Dina.a Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

2. Bagi.an 
Pernbangunan 

3. Bagian 
Pcrekonomian 

l. Bagian 
Pcrlengkapan 

I 

ASISTEll BIDAllG 

EKOROID DO PEMBANGUll.Alf 

Mcngoordinir. 
1. l>inaa ~ndidlkan; 
2. Dinaa Parlwl8&la clan Kebudaya.m; 
3. Dlnas Kepernudean den Olah Raga; 
4. Dina& Kesehallln; 
5. Dinu Sosiel; 
6. Dinas A:mberdayBel\ Pcr=:ipuen 

de.n Perllndungam anal<; 
7. Dinas Pengendelian Penduduk clan 

Kclue.Jll8. Berencana; 
8. Dinaa Kependlldulmn dan 

Pencalalan SI pil; 
9, Sat Pol pp dan ~m3dam 

Kcbakanul; 
10. Dlnllll Pem~~ JJl8BYllI'Qkat 

de.n Desa; 
11. Did.as KomunlkaaJ c1lln lnl'ormalim; 
12. Dina.a Li.ngkimpn Hi.dup; 
13. BPBD; 
14. Baden KesbeJlGIOl; 
15. RSUD BOS BAZAR, SKM Kallanda; 
16. 17 (tujuh belas) Kecamatan; 
17. Sekretariat KPUD; 
18. Kantor Kementerian Apma; 
19.BNN; 
20.BPN;dan 
21. BPJS Keseh&tan. 

~ 
I 

3.Ba.gian 
Ke&ejahtfie.en 
Sosial den 
Kemaayarakatan 

4. Begian Bina 
mental Spiritual 

2.Bagian Ot.onomi 
Daerah 

l.Bagian 
Pemerintahan 

I 

ASI8TBK BID.ABO 
I I 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELA.TAN 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL : 2016 

LAMPIRAN I 

SEKRETARIS 
DAERAH 

t. STAF AHLI BUPAn BIDANO 
PEMERJNTAHAH, HUKUM DAN POLJTllC 

2. STAF AHLI SUPAn BIDANO EKONOMI, 
PEMBANOUNAN & XEMASYARAKATAN 

3. STAF AHLI IJUl'l!t.TI SIDANO kEUANGAN 

r---------------------- 

BUPATI 
WAKIL BUPATI 

INSTABSI 
VERTIKALDI 

DAERAH 

BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 



BUPATI LAMPURG SELATAN, 

r- -~~=S=e.tu=~=Po=~=·s=i Pam=Ke=:'=akaran=g=Praj=·a=~=an=d 
~ - - -L.l _n_in_as_~_m_berda_d_an_!fll8Il_D_esa_ma_sy_lU"8kat __ _jl 

'.:- __ J Dinas Pengendelian Penduduk I l clan Keluerga Berencsna _ 

':: lf:===D=ina=s =Kepen==d=u=d=u=kan=d=an==J~ 
l Pencatatan Sioil 

Bagi.an Bina mental Spiritual 

- 

I : 
,--~~~~~~~~~~~~~~___] I r----------------------~-------------, 

t I 

~ - - ~ Dmas Pendidiksn I l-- -i Dinas==si clan I 
: j Dinas Pariwisata dan J : ::=============::!· :- -1 Kebudayaan ~ _ -i Dinas Lingkungan Hidup I ~- -i Dinas Kepem~ dan ow] ~-- ~i=====BPB=D=====:I 

r--l;::::=====D=ina==s=K=e=se=h=a~tan======~I r--1~=====B==ad=an==K=e=s=b=an=gpo==l=====1===! 
l- - -1 Dinas Sosial I 1- - - -I RSUD BOB BAZAR, SKM Kaliande. I 
I l- - - ~ 17 (tujuh belasl Kecama.tan I 

I ;::::====================:::::!- 
1- - - 1 Sekretariat KPUD J 
l- - -1;====Kan==to=r=K=em==e=n=te=nan=. =Agam====a===!1 

t---i BNN I 
r- _ ,;:::=======B=PN=========:!1 
L __ l'--~~~B-P_1s_Kes~e-hJ!t~1111~~~__JI 

Bagi.an Kesejahteraan Sosial dan 
Kemasyaraka.tan 

H~===B=agi=·=an==Pero==e=rin=tah.==an====~I 

H::=:====B=a~=·=an==Oto==n=o=Jlll=·o==ae=r=eh====~ 

I 

Anek 

I 
I ·-- - I 

Dinas Pemberdayaan 
Percmpuan clan Perlindungan 

ASISTEll BIDABG 
PBMERINTAHAJI Oil KESEJABTERMJI RAKYAT 

-----~-----------------------------~--~---------- SEKRETARIS DAERAH 

I 

- DPRD 

-------- --1 
I 
I 
I 
I 

SBKRETARIAT 
DPRD 

1. BagianUmum 
2. Bagian Perundang- 

undangan 
3. Bagian Keuangan 
4. Bagian Risalah dan 

Persidangan 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL : 2016 

BUPATI 
WAKIL BUPATI 

WtAF AHLI 00:.an J 
r-·----------------- 

~---·--·-------------------~- Ul8TANSI 
VERTIKALDI 

DAERAB 

BAGAN ORGANISASI PELAKSANMN KOORDINASI 
ASISTEN BIDANG PEMERlNTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 



. • 

1. Bagian Umum 
2. Bagian 

Perundang- 
undangan 

3. Bagian 
Keuangan 

4. Bagian Risalah 
dan 
Persidangari 

SEKRETARIAT 
DPRD 

BAPPEDA 

rnakan dan 
tan Hewan 

Dinaa Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu 

em.an Pangan, 
an Perkebunan 

~ - -i Dinas Perhubungen 
::==========~ 

________________ , 

I .-- - 
I 
I 

en=an=Pan==~==:::::' ~ __ ~ 
rilom=.===an=====~I r--~~=====PD==AM===Tirta=.==J=a=sa====::::::::! 

J Usaha Kecil den I 
1 l~=========M=e=n=egah==========::::! ~ - - ~ Kantor BPS H Din~~.,,:::' dan I f- - .';:I =======Kan===to=r-=PLN==::::====::: 

H ~'":.,X:Z" dan I i---~ Pr Tcl>nm I 
I ;::::==========::::::::==~ BlJPATI LAMPUNG SELATAN, ~ - -i Dina&:~~= dan I !_ .. [ BPJS Ketenagakerjaan I 
: I Dinas Perumahan dan I 1 Permukiroan . 

DPRD 

-------------------------~------------~-------, 

ABSI BUPATI 
TIKAL DI ------------------------------- - 

RAH WAKIL BUPATI 

I 
r--~--------··-----------~·- SBKRBTARIS DAERAH - - - - 
I 
I 
I l ~ 

ST.AF AHLI BUPATI 
ASISTEll BIDAKO EKONOMI 

DAii PEllBAllGUl'AK 

I I 
I ~----------------- I 

H 
I 

Bagian Perlengkapan ' DinasTan ,. __ 
Hortikultura d I 

I 
I 
I Dinas Pete L-- 
I Keseha 

Bagian Pembangunan I ......_.. 

f--1 Dinas Ketah 

~--1 Bagian Perekonomian 
DinasPe 

- I 
I Dinas Koperasi, .. _ - 
I 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL : 2016 

I..AMPlRAN III BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELA.TAN 



Bagian Tata Usaha Keuangan 

Bagian Umum dan Protokol 

Bagian Hukum 

Bagian Organisasi 

I ,.-----------------_J ~-----------------·---·-------- T 

....----------~-----. I H Sekretariat DPRD H 
~ - - ~;::=======I=n=spekto====ra=t=====~ f- -~I ====Kfill===to=r=Smn===sa:=t====== 

f- -~ Sekretariat DP KORPR! Kab. ~ _ j - ............ ,..;u 1 
H BA<AD H Kentod~• den OU. I 
: I Badan Pengelola Pajak de.n Retribusi I ' :==============::::; r- - , Daenh ~ - -1 PT. Benk Lampung I 
~--~ BKD I BOPATI LAllPUifG SBLATAR, 
' 
~ - - ~ Badan Penelitian dan Pengembang.e..n I 

ST.AF AHLI BUPATI ASISTBR BIDARG 
ADllDRSTRASI 'DllUll 

SEKRET.ARIS DABRAH 

DPRD 

., ___ ..... ______ , 
I 
I 

SEKRB'l'ARIA T 
DPRD 

I 1. BagianUmum 

I 
2. Bagi.an Perundang- 

undangan 
3. Bagian Keuangan 
4. BagUU\ Risalah den 

Persidangan 

BUPATI 
WAKIL BUPATI 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELA.TAN 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL : 2016 

LAMPIRANIV 

IRSTAM81 
VERTIKALDl 
DAERAH 

BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
ASISTE~ BIDANG ADMINISTRASI UMUM 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELA.TAN 


